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)|
a. bahwa dalam rangka melaksan sal*14 Undang-Undang Nomor 32

b. bahwa berdasarkan Rasal

C.

Tahun 2004 tentang Pemerintahan rah, telah ditetapkan Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tah 07 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemefinta merintahan Daerah Provinsi dan

Pemerintahan Daerah K?TfNeHKota;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
sebagaimana di udypada huruf a diatas, urusan pemerintahan wajib
dan pilihan y l;@njadi kewenangan pemerintahan daerah ditetapkan
dalam Perat erah;

bahw @ﬁr an pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hurup a
d iatas, perlu menetapkan peraturan daerah tentang Urusan
Pemerifitahan Kota Tangerang.

®

ndang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya
Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3518);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi

3.

Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4001);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);
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Menetapkan

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah, Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG

dan .
WALIKOTA TANGERANG x

MEMUTUSKAN : O

TANGERANG

: PERATURAN DAERAH TENTANG URUSAN PEME.?GAHAN KOTA

‘\\

BABI V
KETENTUAN U

Pasal )\_,

Dalam Peraturan Daerah ini y;

Eall

i @&haksud dengan :
Daerah adalah Kota T

Pemerintah Daera emermtah Kota Tangerang.
Walikota adal alt ta Tangerang.
Dewan P akyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah

lembag r ak1 an rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara
\ég Daerah Kota Tangerang.

Pem an Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh

msrmtah Daerah Kota Tangerang dan DPRD Kota Tangerang menurut

s otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya

alam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak
dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi pemerintahan
yang menjadi kewenangan Kota Tangerang dalam rangka melindungi,
melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.

Kewenangan Daerah adalah hak dan kekuasaan Pemerintah Daerah untuk
menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan.
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BAB I1
URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 2

(1) Dalam menjalankan otonomi daerah, Pemerintah Daerah melaksanakan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

(2) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Tangerang terdiri dari
urusan wajib dan urusan pilihan.

O
Pasal 3 A\

Urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( fah urusan
anan dasar,

pemerintahan yang wajib diselenggarakan berkaitan den
meliputi : %
a. Pendidikan; @
b. Kesehatan; &(b
c. Llngk}lngan Hidup; N
d. Pekerjaan Umum; | D,
A4
e. Penataan Ruang; ’\! .
f. Perencanaan Pembangunan; o’
g. Perumahan; i
h. Kepemudaan dan Olah Raga; LN ‘0
1. Penanaman Modal;
j.  Koperasi dan Usaha K "@/Ienengah;
k. Kependudukan dan ipil
1. Ketenagakerjaan;
m. Ketahanan pa
n. Pemberday uan dan Perlindungan Anak;
o. Keluarga ana dan Keluarga Sejahtera;
p. Perhu
qg- Ko% 1 dan Informatika;
r. Pertanahan;
S esdtuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;

onomi Daerah, pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,
erangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian;
u. Pemberdayaan Masyarakat;

v. Sosial;
w. Kebudayaan;
X. Statistik;

y. Kearsipan;
z. Perpustakaan.

Pasal 4

Urusan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah urusan
pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi
unggulan Daerah, meliputi :

a. pertanian;

b. perikanan;
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